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PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 64/M-DAG/PER/10/2012

TENTANG

KETENTUAN EKSPOR PRODUK INDUSTRI KEHUTANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

Mengingat

bahwa dalam rangka mendukung hilirisasi produk
industri kehutanan perlu didukung oleh sumber
bahan baku yang legal dan dikelola secara lestari;

bahwa dalam rangka mendorong ekspor dan
mencegah perdagangan kayu dan produk kayu
ilegal, penyesuaian dengan penetapan sistem
klasifikasi barang yang baru dan standard verifikasi
legalitas kayu, perlu mengatur kembali ketentuan
ekspor produk industri kehutanan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan;

Bedrijfsreglementerings Ordonnantie Tahun 1934
(Staatsblad Tahun 1938 Nomor 86);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang
Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3274);
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Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang
Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun
2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4661);

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang
Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor  3888)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4412);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang
Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan
Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4814);

Keputusan Presiden Nomor 260 Tahun 1967 tentang
Penegasan Tugas dan Tanggung Jawab Menteri
Perdagangan Dalam Bidang Perdagangan Luar
Negerti;

Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009
tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu Il
sebagaimana telah diubah dengan Keputusan
Presiden Nomor 59/P Tahun 2011,

Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Presiden Nomor 91 Tahun 2011;
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9. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang
Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara
serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon
| Kementerian Negara sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden
Nomor 92 Tahun 2011;

10. Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 92/M-
DAG/KEP/3/2007 tentang Pendelegasian dan
Pelimpahan Wewenang Penandatanganan Surat
Pengakuan, Pendaftaran, Perizinan, atau
Persetujuan Tertentu di Bidang Ekspor dan Impor;

11. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-
DAG/PER/7/2010 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kementerian Perdagangan;

12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35/M-
DAG/PER/11/2011 tentang Ketentuan Ekspor
Rotan dan Produk Rotan;

13. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.38/Menhut-
11/2009 tentang Standard dan Pedoman Penilaian
Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan
Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang lzin Atau
Pada Hutan Hak sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.68/Menhut-
11/2011;

14. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 13/M-
DAG/PER/3/2012 tentang Ketentuan Umum di
Bidang Ekspor;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG

KETENTUAN EKSPOR PRODUK INDUSTRI KEHUTANAN.
Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1.

2.

Produk Industri Kehutanan adalah produk kayu olahan dan
turunannya serta barang jadi rotan.

Kayu adalah bagian dari batang pohon yang mengandung kambium
(ligno selulosa) tidak termasuk bambu dan/atau sejenisnya.

Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan yang selanjutnya
disingkat ETPIK adalah perusahaan industri kehutanan yang telah
mendapat pengakuan untuk melakukan ekspor Produk Industri
Kehutanan.
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10.

11.

Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan Non-Produsen yang
selanjutnya disingkat ETPIK Non-Produsen adalah perusahaan
perdagangan yang telah mendapat pengakuan untuk melakukan
ekspor Produk Industri Kehutanan.
Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu yang selanjutnya disingkat LVLK
adalah lembaga berbadan hukum Indonesia yang melakukan verifikasi
legalitas kayu.
Sertifikat Legalitas Kayu yang selanjutnya disingkat S-LK adalah surat
keterangan yang diberikan kepada pemegang izin, pemegang hak
pengelolaan, atau pemilik hutan hak yang menyatakan bahwa
pemegang izin, pemegang hak pengelolaan, atau pemilik hutan hak
telah memenuhi standar legalitas kayu.
Dokumen V-Legal adalah dokumen yang menyatakan bahwa produk
kayu memenuhi standar verifikasi legalitas kayu sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Unit Informasi Verifikasi Legalitas Kayu atau Licensing Information Unit
(LIVU) adalah unit pengelola informasi verifikasi legalitas kayu yang
berkedudukan di Kementerian Kehutanan.
Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
di bidang perdagangan.
Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang membidangi urusan
perdagangan luar negeri pada Kementerian Perdagangan.
Direktur adalah direktur yang membidangi ekspor produk kehutanan
pada Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian
Perdagangan.

Pasal 2

Produk Industri Kehutanan yang dibatasi ekspornya sebagaimana
tercantum dalam Lampiran | yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Menteri ini.

(1)

(2)
(3)

Pasal 3

Ekspor Produk Industri Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 hanya dapat dilaksanakan oleh:

a. perusahaan industri kehutanan yang telah mendapat pengakuan
sebagai ETPIK; dan

b. perusahaan perdagangan di bidang ekspor produk industri
kehutanan yang telah mendapat pengakuan sebagai ETPIK Non-
Produsen.

ETPIK dan ETPIK Non-Produsen sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a dan huruf b diterbitkan oleh Direktur Jenderal.

Direktur Jenderal melimpahkan kewenangan penerbitan ETPIK dan
ETPIK Non-Produsen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada
Direktur.
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Pasal 4

Untuk mendapatkan pengakuan sebagai ETPIK sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, perusahaan industri

kehutanan harus mengajukan permohonan tertulis kepada Direktur.

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi

dokumen sebagai berikut:

fotokopi 1zin Usaha Industri (IUl) atau Tanda Daftar Industri (TDI);

fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP);

fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

fotokopi akta pendirian perusahaan beserta perubahannya, bagi

perusahaan berbadan usaha baik badan hukum maupun bukan

badan hukum;

e. fotokopi surat pengesahan badan hukum dari instansi berwenang,
bagi badan usaha yang berbentuk badan hukum; dan

f. rekomendasi dari instansi teknis di daerah yang membina bidang
industri  kehutanan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

ooop

Pasal 5

Untuk mendapatkan pengakuan sebagai ETPIK Non-Produsen

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, perusahaan

perdagangan di bidang ekspor produk industri kehutanan harus
mengajukan permohonan tertulis kepada Direktur.

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi

dokumen sebagai berikut:

fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);

fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP);

fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

fotokopi akta pendirian perusahaan beserta perubahannya, bagi

perusahaan berbadan usaha baik badan hukum maupun bukan

badan hukum;

e. fotokopi surat pengesahan badan hukum dari instansi berwenang,
bagi badan usaha yang berbentuk badan hukum;

f. fotokopi surat perjanjian kerjasama dengan industri produk
kehutanan skala kecil bukan pemilik ETPIK yang disahkan oleh
notaris setempat; dan

g. rekomendasi dari Dinas Kabupaten/Kota yang tugas dan
tanggungjawabnya di bidang perdagangan sesuai dengan domisili
perusahaan pemohon.

oo o

Pasal 6

Direktur menerbitkan pengakuan sebagai ETPIK dan pengakuan
sebagai ETPIK Non-Produsen paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung
sejak permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5
diterima dengan lengkap dan benar.
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